BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 97 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : b
Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat -

5.

Paraf Keordinasi

BUPATI PACITAN,

ahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negaia Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara  (Lembaran Negara = Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

~mRamerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

_Tahliin 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
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6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4547);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
- Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

12, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 200S tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6177);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar  Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
e cosws Indogesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
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15. Peraturan  Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang -
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

17, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagaimana telah diubah brberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2018;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran,- dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik;

19, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional;

22, Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
{Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006
Nomor 7); '

23.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4);

24, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2017
Nomor 3);

25. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 14);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2019.
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Anggaran Pendapatan

1.

Pendapatan

o 0 ot

Pendapatan Asli Daerah
Dana Perimbangan

Pasal 1

dan Belanja Daerah Tahun
1.728.693.410.857,00 dengan rincian sebagai berikut :

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Jumlah Pendapatan

2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung

a

Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai
2) Belanja Hibah

3) Belanja Bantuan Sosial
4) Belanja Bagi Hasil Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah

Desa

5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintah
Desa Dan Partai Politik

6) Belanja Tidak terduga

Jumlah Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung '
a. Belanja Pegawai

b. Belanja Barang dan Jasa

c. Belanja Modal

Jumlali Belanja Langsung

Jumlah Belanja
Surplus/Deflslt

b Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan
b. Pengeluaran Pembiayaan
Jumlah Pembiayaan Netto

Pasal 2

Anggaran 2019 sejumlah Rp.

166,324,392,158.00
1,251,242,661,000.00
308,714,357,699.00

1,726,281,410,857.00

Rp ' 681,937,346,421.00
Rp 35,254,211,500.00
Rp -  114,463,600,000.00
Rp 5,799,812,019.00
Rp 301,760,601,435.00
Rp 3,000,000,000.00

Rp 1,142,215,571,375.00

Rp 35,272,217,250.00
Rp 345,874,965,786.00
Rp 342,038,156,446.00
Rp 723,185,339,482.00
Rp _ 1,865,400,910,857.00

-Rp 139,119,500,000.00
Rp 140,569,500,000.00
Rp 1,450,000,000.00
Rp 139,119,500,000.00

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lar}jut; dalam
Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.
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Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih
lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai
dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang rhengctahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan
Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 19 -12 - 2018

BUPATI PACITAN

.

INDARTATO

Pada tanggal 19 - 12 -2018
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PACITAN

Drs.SUKO WIYONO,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 NOMOR 98
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